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STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau
antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personiinya.

. HAK KEPEMILIKAN :

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan
sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh
PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak
kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada
PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat *SPK
berakhir atau jika tidak dipcrlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus
dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan
penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

. CACAT MUTU t

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis
Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia
untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang
dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat
mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK
dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan
tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia
maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan
dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia,
dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau
kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul
dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut
terjadi.




46

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua bajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang dibebankan oleh hukuin yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

PENYELESAIAN PERSELISTHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh
PPK dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau
akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB X.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai
berikut: ;
1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang; ‘ '

Pengguna Anggaran yang selan jutnya disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yahg
disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau
ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat
yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan
menerima hasil pekerjaan;

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada
institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang;

Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia baik
penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing
pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang
jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan

tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank

Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang
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diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK/ULP untuk
menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan
Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain
yang merupakan bagian dari Kontrak;

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
1.13 Hari adalah hari kalender;

1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah
daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya
keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran,

1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan
biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yahg
dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk
menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai
peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan
kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

" pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara
logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan
pukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen
pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia
lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;

1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampal
dengan serah terima barang.

1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah
sama dengan tanggal penandatangan Surat Pesanan (SP) oleh
penyedia,

1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara
penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen;

1.22 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam
Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana
Barang akan dipergunakan oleh PPK

1.23 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban
pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah
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pengiriman yang digunakan.

2. PenerapanSSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang
tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki
dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan 3.1
Hukum

3.2

Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam
rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa
Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah
tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Inconesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri
menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum
yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung
kesepakanatan  pemerintah dan negara  pemberi
pinjaman/hibah).

4. Larangan4.l Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para

Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
(KKN) serta
Penipuan

pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan ini,
b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenubhi
persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua

4.3

4.4

anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan
sub penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan
melakukan tindakan yang dilarang diatas.

Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan
larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi
adminsitrastif oleh PPPK sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana

ditetapkan dalam SSKK.
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
d. Pengenaan daftar hitam

Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh FPK
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daeah/Pimpinan
Institusi Lainnya.
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4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

5. Asal Barang 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri
dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain
tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur,
pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya
dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen
berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal
dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen imper

harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam
Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang
diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian

dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi
Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran

Penyedia.

6. Korespondensi 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau
faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum
dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan

berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau
jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili
ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
pihak dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau
Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang
disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan,
Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. PembukuanPenyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat
dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku.

9. PerpajakanPenyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
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pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap
telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh
dan/atau Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan
Subkontrak dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat

peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama
yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini.

10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan
kapda Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK.
Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan.

10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan «
Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaianjika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan
tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak
menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau
seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang
lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan
pengabaian.

12. PenyediaPenyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap

Mandiri personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan
oleh mereka.,

13. KemitraanKemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam
Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak
ini. '

14. PengawasanSelama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat mengawasi
Pelaksanaanpelaksanaan pekerjaan.
Pekerjaan

B. PELAKSANAAN PENGADAAM, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN
PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat
Pelaksanaan Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan
Pekerjaan dalam SSKK;

15.2 Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal
yang ditetapkan dalam SSKK;
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15.3 Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam
SSKK;

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya
dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan
tugas penyedia dengan adendum kontrak

16. Surat Pesanan16.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

16.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai
dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.

16.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai
tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

17.  Program Mutul7.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada
_rapat persiapan pelaskanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

17.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
a. informasi pengadaan barang;
b. oi'ganisasi kerja penyedia,
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan,
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

17.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

17.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu
jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

17.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus
mendapat persetujuan dari PPK.

17.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah
kewaiiban kontraktual penyedia. -

18. Rapat Persiapan 18.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP dan
Pelaksanaan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia,
Kontrak unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah’

menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
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18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak adalah:

a. program mutu;
b. organisasi kerja,
c. ‘tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pelaksanaan pekerjaan.
e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi
pekerjaan, apabila ada.
f.  Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang,
jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.
B.1 Pelaksanaan Pengadaan
19. Lingkup Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan
pekerjaan harga
20. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan

standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang
disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

21. Pemeriksaan21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK
Bersama bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi

lapangan.

21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan
isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

22. Inspeksi22.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan
Pabrikasi inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

23.  Pengepakan22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak
Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi
dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau
pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat

Tujuan Akhir.

22.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan
penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket
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Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..

24.  Pengiriman24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang
sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan
dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

24.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

24.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi,
penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara
penanganannya.

25.  Asuransi25.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

25.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, nsurance and Freight)
harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum
dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin
terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi,
penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan
Pengiriman.

25.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat
Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

25.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

25.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai
kontrak

26. Transportasi26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang
(termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat
Tujuan Pengiriman.

26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat
Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

26.3 Semua  biaya transportasi  (termasuk  pemuatan dan
penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

27. Risiko Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap
berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai
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dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

28. Pemeriksaan28.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas
dan Pengujian Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan
_persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

28.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh
penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak
ketiga.

28.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur
dalam SSKK.

28.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

28.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang
ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/ataw
Pejabat/Panitia  Penerima  Hasil  Pekerjaan.  Penyedia
berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika
pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan
Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau
Pejabat/PanitiaPenerimaHasilPekerjaanmerupakan
tanggungan PPK.

28.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis
dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak
Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban
untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

28.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari
serah terima Barang , PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

29. Uji Coba 29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia
disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan;

29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
29.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian
khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh

penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;

29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau



30. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

31, Serah Terima
Barang

30.1

30.2

30.3

30.4

31.1

81.2

31.3

31.4

31.5

51.6
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‘mengganti barang tersebut dehgan biaya sepenuhnya
ditanggung penyedia.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban
menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan

akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan

denda.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh
Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan
jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk
diperpanjang. ’

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah
tanggal penyelesaian semua pekerjaan,

Setelah pekerjuan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan;

Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK. .

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK- menugaskan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau
cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia
memperbaiki/ menyelesaikannya.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk
memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan
membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian
pengiriman.

Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian
pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat
secara langsung ~ meminta Penyedia melakukan pemeriksaan
serta pengujian (jika diperlukan) Barang . '
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31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak
maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk
menolak Barang tersebut.

31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima
yarg ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan dan Penyedia.

31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian kKhusus maka
Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada)
sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan
Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh
PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan. .

31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

a. seluruh  hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan; dan

b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada FPPK
(apabila diperlukan)

31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman
bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau
kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda
keterlambatan.

32.  Incoterms32.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan
implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur
berdasarkan /ncoterms.

32.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan
dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru [ncoferms yang
tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh #he
International Chamber of Commerce.

B.2 Garansi dan Layanan Tambahan

33. Jaminan bebas33.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika
Cacat Mutu/ ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan
Garansi sccara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu

yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau
cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
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33.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sé.mpai dengan' 12 (dua
belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain
yang ditetapkan dalam SSKK.

33.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada
Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama
Masa Layanan Purnajual.

33.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat
cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai
dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya
tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan
pelaksanaan Penyedia.

33.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat
memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke
dalam daftar hitam.

34, Pedoman 34.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang
Pengoperasian pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu
dan Perawatan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. -

34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan
perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima)
persen dari nilai kontrak.

35. LayananPenyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan
Tambahansebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3. Perubahan Kontrak

36. Perubahan 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
Kontrak
36.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh
para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak,
meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; »

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan;
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c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan

pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau
penyesuaian harga.

36.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA_/KPA dapat

membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas
usul PPK.

37. Perubahan37.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di

Lingkup
Pekerjaan

38. Perpanjangan
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

37.2

37.3

37.4

38.1

38.2

38.3

lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama
penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi
antara lain:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak;
b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di
lapangan; dan/atau
d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum
dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan
seluruh pekerjaan.

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya
anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai
Kontrak awal.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis
kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai
dasar penyusunan adendum Kontrak.

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PFPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut:

a. pekerjaan tambah;

b. perubahan disain,

c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau

e. Keadaan Kahar.

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat
Keadaan Kahar.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian  terhadap usulan tertulis yang diajukan
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oleh penyedia.

38.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu
pelaksanaan.

38.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan
dalam adendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

39, Pengertian39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan
Kahar adalah:

Bencana alam; .

Bencana non alam;

Lencana sosiali;

Pemogokan;

Kebakaran; dan/atau

Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui

kepgtusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis

terkait

SRR

39.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hai-hal yang merugikan
akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

39.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan
kewajiban Pihalk yang tertimpa Keadaan Kahar harus
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka wakiu
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

39.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan
sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan,
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah
dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan
secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan
sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang
telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum
Kontrak.

40. Bukan Cidera40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang -

Janji ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau
wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh
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Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk
memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain
dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan
pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan
sanksi.

41, Perpanjanganjangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan
Waktukewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang

sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak
akibat Keadaan Kahar.

42. PembayaranPada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara

hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan
Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk
meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak
dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Pemutusan dan Penghentian

43. Pemutusan oleh 43.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Pejabat
Pembuat
Komitmen

Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui
pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-
hal sebagai berikut:

a. Penyedia lalai/cidera  janji  dalam  melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal
Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan
hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal
dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan,
PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan
Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia
perkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang
dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok
Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk
meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam
Kontrak ini yang tidak diputuskan;
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c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

d. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan
Pelaksanaan;

e. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai
Kontrak;

f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang,

43.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan
penyedia:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; .

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan;

c. penyedia membayar denda; dan/atau

d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam,

Pemutusan oleh 44.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Penyedia Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini
melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak
menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai
dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
atau

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat
penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK
dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

PenghentianPenghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai

Kontrak atau terjadi Keadaan Kahar.

Pembayaran Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib
setelah membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang
Penghentian/ telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya
Pemutusan penghentian/pemutusan kontrak.

. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA
47.

Hak dan Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: ;
Kewajiban a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
Penyedia harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
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prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
. ketentuan kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

. pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

g. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya
akibat kegiatan penyedia.

TanggungPenyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup
jawab Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

PenggunaanPenyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
Dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Dokumenkontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
Kontrak dandan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
Informasi

Hak KekayaanPenyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen

Intelektual dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak
Kekayaan Intelektual. '

Penanggungan Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan
biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan
dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai
dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau
kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
ketiga.

TindakanPenyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan
Penyedia yangtertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
mensyaratkana. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;

Persetujuan b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;

PPK c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Usaha Miko, 53.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat
Koperasi Kecil ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri

oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau
disubkontrakkan kepada pihak lain.
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53.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak
dimuat:

a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya,

b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih
tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan
-tersebut;

c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan
yang bukan pekerjaan utama; dan

d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan
di atas.

53.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia
dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK.

[ 54. Kerjasama54.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil
! Antara serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha

i Penyedia dan Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana
| Sub Penyedia ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan

sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

54,2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur
dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

54.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan tersebut.

54 .4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada
| Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

55. Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda
l sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-
i kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual Penyedia.

56. Jaminan 56.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan
Penyedia/Jasa (SPPB]) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak
dengan besar:
a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan
puluh perseratus) HPS.

56.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya
sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah



65
terima pekerjaan.

56.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah  pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah
menyerahkan sertifikat garansi;

56.4 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-
jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam

Dokumen Pengadaan.

57. Laporan Hasil57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak
Pekerjaan untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat
laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila

diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil
PFPK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

58. Hak dan PPK mempunyai Hak dan kewajiban :
Kewajiban PPK a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia;

b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

¢. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan

d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

59. FasilitasPPK dapat memberikan fasilitas berupa srana dan prasarana atau kemudahan
lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang
tercantum dalam SSKK.

60. Pembayaran 60.1 Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dengan

mekanisme :

a. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK untuk penyerahan pekerjaan;

b.  Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; '

c. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang
telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat



61. Peristiwa
Kompensasi

66 -

kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya;

d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah :

1) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan;

2) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK
(sesuai ketentuan dokumen pengadaan)

e. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah
barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara
serah terima barang dan dilengkapi dengan berita acara
hasil uji coba.

f. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang
berlaku di bidang perdagangan.

60.2 Denda dan ganti rugi

61.1

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; *

b.ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada FPK karena terjadinya cidera janji/ wanprestasi;

c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak
yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang
sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila
bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum
berfungsi.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

d.besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai
tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku
bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank
Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e.tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur
dalam SSKK;

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam
adendum kontrak;

g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PFK,
apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data.

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam

hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
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61.3

61.4

61.5
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d, PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;

f. ketentuan lain dalam SSKK.

Jika Peristiwa Kompensasi —mengakibatkan pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat
Kompensasi.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum
Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai
untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Kompensasi.

62. Harga Kontraké62.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam kontrak sebesar harga kontrak;

63. Penangguhan

62.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban

62.3

63.1

63.2

63.3

63.4

pajak serta biaya overhead.

[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan haiga
satuan dan lump sum - Rincian harga kontrak sesuai dengan
rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan hargal.

PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi
pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya.

PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan
untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran



64. Penyesuaian64.] Harga

Harga (untuk
Kontrak Harga
Satuan atau
kontrak
gabungan
harga satuan
dan lump sum)

64.2

64.3

64.4

64.5

64.6

64.7

64.8

64.9
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akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat

adanya penyesuaian harga sesual dengan peraturan yang
berlaku.

Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya
operasional sebagaimana tercantuin dalam penawaran.
Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum
kontrak.

Penyesualan Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks pen yesualan
harga dari negara asal barang tersebut.

Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat
adanya adendum kontrak dapat diberikan pen yesuaian harga
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut
ditandatangani.

Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh
kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga
berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan
Jadwal realisasi pekerjaan.

Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut:

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan pada saat harga penawarar;
a = Koefisien tetap yang ferdiri atas keuntungan dan
overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran
komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15,

b, ¢, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja,
bahan, alat kerja, dsb;

Penjumiahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah
penandatanganan kontrak).

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah
penanda-tanganan kontrak.

Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BFS.

64.10 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BFS,

digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
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64.11 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

Pn = (HnIxV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga
Satuan,

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis Komponen pekerjaan
setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan
rumusan penyesuaian Harga Satuan;

1% = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.

64.12 Fembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila
penyedia telah mengajukan tagihan disertal perhitungan dan
data-data;

64.13 Penyedia dapat mengajukan secara perkala selambat-lambatnya
setiap 6 (enam) bulan.

65. PengawasanPPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
dan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila
Pemeriksaan diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. PenyelesaianCara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam
PerselisihanKontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67. Itikad Baik 67.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

67.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur
tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut.
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BAB XL
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Pengertian 1. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah

2. Tempat Tujuan Akhir adalah Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah

B. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK:
Nama : Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
Alamat: J1. Pahlawan No. 9

Teleks:
Faksimili:

Penyedia:
Nama
Alamat:
Teleks:
Faksimili:

_—

B
—eeee—

C. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK:
Untuk Penyedia:
D. Tanggal Berlaku Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: s/d
Kontrak
E. Waktu dimulainya Pekerjaan Pengadaan parang mulai dilaksanakan terhitung sejak :
pekerjaan
F. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi

standar SNI atau sejenisnya
G Pemeriksaan Bersama FPPK bersama-sama _dengan penyedia barang melakukan
pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu hari
setelah penandatangan kontrak.

H. Inspeksi PabrikasiPPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas
proses pabrikasi barang/peralatan Khusus pada waktu.
setelah penandatangan kontrak.




I. Pengepakan

J. Pengiriman

K. Asuransi
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Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar

paket Barang harus dilakukan sebagai berikut :

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus

diserahkan oleh Penyedia adalah :

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum
serah terima Barang,. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia
bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

1,

Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan
Incoterms.

Jika tidak sesuai dengan ketentuan [ncoferms maka
pertanggungan  asuransi  harus meliputi

Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan
asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan
Tempat Tujuan Akhir /[YA/TIDAK]

jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka
pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan
sampai dengan Tempat Tujuan Akhir / YA/TIDAK]

L Transportasil. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir:
[YA/TIDAK]

M. Serah Terima

N. Pemeriksaan

Pengujian

O. [Incoferms

P. Garansi

2

Serah

Penyedia menggunakantransportasi
(Jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui
[darat/laut/udara]

terima  dilakukan  pada » [Tempat  Tuuan

Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir/

dan 1.

2,

Edisi Incoterms yang digunakan adalah

Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi:

Pemeriksaan  dan  pengujian dilaksanakan di:

Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku
selama: 1 (Satu) Tahun.
Masa layanan purnajual berlaku selama

( ) [hari/bulan/tahun] setelah serah terima barang.
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Pedoman Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan
Pengoperasiandan selambat-lambatnya: I ( ) hari
Perawatan kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita

Acara penyerahan barang.

Layanan Tambahan Penyedia harus menyedia layanan tambahan berupa :

Pemutusan Oleh Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK

Penyedia Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah hari
kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

Tindakan Penyedia Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK
yang Mensyaratkan adalah:

Persetujuan PPK

Waktu  Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang  ini
Pekerjaan adalah selama: ___ ( ) hari [hari/bulan/tahun/
Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
Dokumen piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan

pembatasan sebagai berikut:

Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa :

Pembayaran Prestasi 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara
Pekerjaan Termyn

2.  Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan  untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

4. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran,
tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran.
PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan
hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya
tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-
tingginyasebesarRp.
(

Pembayaran dendal.Denda dibayarkan kepada penyedia apabila
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2.  Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan
cara :

3. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam
jangka waktu :

4, Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari

[sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]
[harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah
dilaksanakan belum berfungsi./

Z. Pencairan Jaminanjaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah

AA. Kompensasi

BB. Harga kontrak

Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011,

CC. Penyesuaian Harga 7. Indeks harga untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga

DD. Penyelesaian
Perselisihan

yang dikeluarkan oleh [Badan Pusat Statistik
(BPS)/instansi teknis lainnyal.

2. Indeksyangdipergunakanadalahindeks
(perdagangan, industri, impor, dll) sebesar

3. Koefisien tetap adalah sebesar

4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak
dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan

lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai
Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[lika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Femutus Sengketa maka
cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang
dibuat di atas:

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan
dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-
peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat
kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat
pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator
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adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk
seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para
Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai
pimpinan arbitrator.”/
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Lampiran A — Syarat-Syarat Khusus Kontrak

- Subkontraktor yang ditunjuk: /cantunkan nama subkontraktor (jika ada) berikut uraian
personilnyal
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BAB. XII
SPESIFIKASI TEKNIS

No item Pekerjaan Vol.

1. | Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 3 1 Paket
Indoor VRF, 1U-3.1, Rg. Kerja Sekda, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
indoor VRF, 1U-3.2, Rg. Rapat VIP, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200
Indoor VRF, 1U-3.3, Mushola, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500
indoor VRF, IU-3.4, Rg. Kerja Bersama, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200 '
Indoor VRF, 1U-3.5, Rg. Istrahat, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500
Indoor VRF, 1U-3.6, Rg. Tunggu, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200
Indoor VRF, IU-3.7A & 7b, Rg. Tata Usaha, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 15300
Indoor VRF, IU-3.8A & 8B, Rg. Rapat, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, 1U-3.9A & 9B, Lobby, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, 1U-3.10, Koridor, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 30700
Indoor VRF, IU-3.11, Sekretariat FKPD, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, 1U-3.12, Rg. Tata Usaha, % unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRE, 1U-3.13, Rg. Kerja Bersama, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, IU-3.14, Rg. Staf Ahli, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500
Indoor VRF, 1U-3.15, Rg. Staf Ahli, | unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500
indoor VRF, IU-3.16, Rg. Staf Ahli, ! unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500
Indoor VRF, 1U-3.17, Rg. Staf Ahli, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500 \
Indoor VRF, IU-3.18, Rg. Staf Ahli, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500
|Indoor VRF, 1U-3.19, Rg. Kerja Bersama, % unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200
Indoor VRF, 1U-3.20, Koridor, 1) unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200
indoor VRF, IU-3.21, Rg. Staf Ahli, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500
Indoor VRF, 1U-3.22, Rg. Staf Ahli, 1
Cassette (4 Way), Kap. 9500
Indoor VRF, 1U-3.23, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500 il unit
Outdoor VRF, OU-3, Lantai Dasar, , Kap. 400910 i set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, 27 titik
freon dan accessories lainnya
Instalasi kabel power indoor 26 titik
Instalasi kabel control AC 26 titik
Pemasangan remote type Wired 26 unit




T
ﬁ. Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 4 Paket ]
Indoor VRF, IU-4.1, Rg. Pengawasan unit 4]
Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100 N
Indoor VRF, 1U-4.2, Rg. Pengawasan ik unit |
Indoor VRF, 1U-4.3 Khusus, Cassette 1 unit |
4 Way), Kap. 19100, Rg. Kerja Bersama,
(Cassette (4 Way), Kap. 27200
Indoor VRF, IlU-4.4, Rg. Rapat Asisten I, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200 405}
Indoor VRF, IU-4.5, Rg. Rapat, Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 19100
indoor VRF, 1U-4.6, Rg. Staf Asisten I, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, IU-4.7A & 7B, Koridor, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500 .
indoor VRF, lU-4.8, , Cassette (4 Way), Kap. 9500 1 unit
Indoor VRF, 1U-4.9, Musholla, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500
indoor VRF, 1U-4.10, Rg. Server, Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, IU-4.11A & 11.B, Rg. Rapat, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 27200
Indoor VRF, IU-4.12A & 12B, Lobby, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, 1U-4.13, , Cassette (4 Way), 1 unit
Kap. 9500
Indoor VRF, IU-4,14, , Cassette (4 Way), 1 unit
Kap. 9500
Indoor VRF, IU-4,15, Rg. Asisten Admin, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 27200
Indoor VRF, IU-4.16, Rg. Asisten 1, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200
Indoor VRF, IU-4.17, Rg. Asisten I, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, IU-4.18, Rg. Rapat, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200
indoor VRF, IU-4.19, , Cassette (4 Way), 1 unit
Kap. 19100
indoor VRF, 1U-4.20A & 208, Koridor, 2
Cassette (4 Way), Kap. 12200
Indoor VRF, 1U-4.21, Rg. Rapat Asisten I, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200
Indoor VRF, 1U-4.22, Musholla, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500
Indoor VRF, 1U-4.23, , Cassette (4 Way), i) unit
Kap. 9500
Outdoor VRF, OU-4, Lantai Dasar,, Kap. 419600 il set |
Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya 28 titik
instalasi kabel power indoor 27 titik
Instalasi kabel control AC 27 titik
Pemasangan remote type Wired 27 unit
Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai 1 set
3. | Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 5 Paket
indoor VRF, IU-5.1, Rg. Biro Hukum, unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, 1U-5.2, , Cassette (4 Way), -1 unit
Kap. 27200
Indoor VRF, IU-5.3, , Cassette (4 Way), B 1 unit
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Indoor VRF, 1U-5.4A & 4B, Rg. Staf, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-5.5, , Cassette (4 Way), Kap. 9500 3 unit
Indoor VRF, 1U-5.6, , Cassette (4 Way), Kap. 9500 1 unit
indoor VRF, IU-5.7A & 7B, Rg. Rapat, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 30700

Indoor VRF, IU-5.8, , Cassette (4 Way), 1 unit
Kap. 12200

Indoor VRF, IU-5.9A & 9B, Rg. Rapat, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200

Indoor VRF, 1U-5.10A & 10B, Lobby Lift, Z unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

indoor VRF, 1U-5.11A & 11B, Rg. Kerja 2 unit
Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, IU-5.12, Rg. Kabag, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, IU-5.13, Koridor, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500

Indoor VRF, 1U-5.14, Rg. Rapat, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 15300

Indoor VRF, IU-5.15A ~ 15.D, Rg. Kerja 4 unit
Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200

Indoor VRF, 1U-5.16, , Cassette (4 Way), 1 unit
Kap. 12200

Oudoor VRF, OU-5, Lantai Dasar, , Kap. 419600 1 set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, 25 titik
freon dan accessories lainnya

Instalasi kabel power indoor 24 titik
Instalasi kabel control AC 24 titik
Pemasangan remote type Wired 24 unit
Pengadaan dan pemasangan MCB 1U AC/Lantai 1 set
Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 6 1 Paket
Indoor VRF, 1U-6.1, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, IU-6.2A ~2E , Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. .
27200 ? Lol
indoor VRF, IU-6.3, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 12200

indoor VRF, IU-6.4, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 15300

indoor VRF, 1U-6.5A & 5B, Rg. Rapat, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-6.6, , Cassette (4 Way), 1 unit
Kap. 30700

Indoor VRF, 1U-6.7A & 7B, Lobby Lift, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, IU-6.8, Rg. Biro Bangda, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

indoor VRF, IU-6.9, Rg. Kepala Bagian 1 unit
, Cassette {4 Way), Kap. 12200

indoor VRF, IU-6.10, Rg. Kepala Bagian, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 15300

Indoor VRF, IU-6.11A ~ 11D, Rg. Kerja 4 unit
Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200

Indoor VRF, IU-6.12, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 12200 i

Outdoor VRF, OU-6, Lantai Dasar , Kap. 400900 1 set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, 22 titik
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Instalasi kabel power indoor 21 titik
Instalasi kabel control AC 21 titik
Pemasangan remote type Wired 21 unit
Pengadaan dan pemasangan MCB U AC/Lantai 1 set
Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 7 1 Paket
indoor VRF, IU-7.1, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, IU-7.2, Rg. Kabag PPMP, i unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500

Indoor VRF, IU-7.3, Rg. Kabag Perindag 1 unit
Koperasi, Cassette (4 Way), Kap. 9500

Indoor VRF, IU-7.4, Rg. Kerja 1 unit
Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, IU-7.5A ~ 5C, Rg. Kerja 3 unit
Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200 §
Indoor VRF, IU-7.6, Rg. Kerja Perindag il unit
, Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, IU-7.7, Rg. Rapat, 1

Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, IU-7.8A & 8B, Rg. Rapat, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, IU-7.9, Rg. Rapat, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200

Indoor VRF, 1U-7.10, , Cassette (4 Way 1 unit
), Kap. 9500

Indoor VRF, 1U-7.11A & 11B, Lobby Lift, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, IU-7.12, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200 1 unit
Indoor VRF, IU-7.13A~ 13.C, Rg. Kerja 3 unit
Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200

Indoor VRF, 1U-7.14, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 9500

indoor VRF, IU-7.15, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 9500

Indoor VRF, IU-7.16, Rg. Kep Biro, i unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, IU-7.17, Rg. Kerja Bersama, L unit
Cassette (4 Way), Kap. 30700

indoor VRF, 1U-7.18, , Cassette (4 1 unit
Way), Kap. 9500

Outdoor VRF, OU-7, Lantai Dasar, Kap. 419600 | set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya 25 titik
Instalasi kabel power indoor 24 titik
Instalasi kabel control AC 24 titik
Pemasangan remote type Wired 24 unit
Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai 1 set
Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 8 1 Paket
Indoor VRF, IU-8.1, Rg. Kabag 1 unit
, Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, IU-8.2, Rg. Kabag, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, 1U-8.3, Rg. Kabag, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, IU-8.4A ~ 4D, Rg. Kerja 4 unit
Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700

Indoor VRF, IU-8.5, Rg. Rapat, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, |U-8.6, Rg. Ka. Biro, 1 unit

Cassette (4 Way), Kap. 19100
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Cassette (4 Way), Kap. 24200

Indoor VRF, IU-8.8, Rg. Ex. Kep Biro, i unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

indoor VRF, 1U-8.92-8.9b, Lobby Lift, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

indoor VRF, U-8.10, Koridor, 1

Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, IU-8.11, Rg. Kabag, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200

indoor VRF, IU-8.12A ~ 12D, Rg. 4 unit
Kerja Bersama, Cassette {4 Way), Kap. 38200

Indoor VRF, 1U-8.13, Musholla, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500

Indoor VRF, 1U-8.14, Rg. Kabag, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200 -
Outdoor VRF, QU-8, Lantai Dasar, Kap. 443500 it set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, 22 titik
freon dan accessories lainnya

Instalasi kabel power indoor 21 titik
instalasi kabel control AC 21 titik
pPemasangan remote type Wired 21 unit
Pengadaan dan pemasangan MCB |U AC/Lantai 1 set
Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 9 2 Paket
Indoor VRF, 1U-9.1, Rg. Kabag AKRB, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 9500

Indoor VRF, IU-9.2, Rg. Komputer, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, IU-9.3A & 3B, Rg. 2 unit
Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200

Indoor VRF, IU-9.4A & 4B, Rg. Kerja 2 unit
Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200

Indoor VRF, 1U-9.5, Rg. Rapat AKRB, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-9.6, Rg. Rapat, Cassette bl unit
(4 Way), Kap. 15300

Indoor VRF, 1U-9.7, Rg. Kelembagaan, il unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, 1U-9.8, Rg. Rapat, il unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200

Indoor VRF, 1U-9.9, Rg. Biro QOrganisasi, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-9.10A & B, Lobby Lift, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-9.11, Koridor, Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 12200

indoor VRF, 1U-9.12, Rg. Rapat, i unit
Cassette (4 Way), Kap. 24200

Indoor VRF, 1U-9.13, Rg. ATK, Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 19100

indoor VRF, 1U-9.14, Rg. Ka. Biro, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

indoor VRF, 1U-9.15A ~ 15C, Rg. Kerja 3 unit
Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200

Indoor VRF, 1U-9.16A & 16B, Rg, Tata 2 unit
Laksana, Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VREF, 1U-9.17, Rg. Kabag, 1

Cassette (4 Way), Kap. 9500

Outdoor VRF, OU-9, Lantai Dasar , Kap. 443500 1 set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, 24 titik
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Instalasi kabel power indoor 23 titik
Instalasi kabel control AC 23 titik
Pemasangan remote type Wired 23 unit
Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai il set
Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 10 i Paket
Indoor VRF, 1U-10.1, , Cassette (4 Way 1 unit
), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-10.2A ~ 2C, , Cassette 3 unit
(4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-10.3, , Cassette 3 unit
(4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-10.4, , Cassette ( 1 unit
4 Way), Kap. 9500

Indoor VRF, 1U-10.5a-10.5b, , 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-10.6, , Cassette (4 1 unit
Way), Kap. 27200

Indoor VRF, 1U-10.7, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 12200(4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, IU-10.8a-10.8b, Lobby Lift, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-10.9, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-10.10, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 9500

Indoor VRF, 1U-10.11, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 9500

indoor VRF, IU-10.12, Rg. Kabag Kesos, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, 1U-10.13, Rg. Kabag PMKM, 1 unit
Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, IU-10.14, , Cassette (4 Way), 1 unit
Kap. 19100

Indoor VRF, 1U-10.15A ~ 15D, Rg. Kerja 4 unit
Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 27200

Indoor VRF, 1U-10.16, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 12200

Outdoor VRF, OU-10, Lantai Dasar, Kap. 400900 1 set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, 24 titik
freon dan accessories lainnya

Instalasi kabel power indoor 23 titik
Instalasi kabel control AC 23 titik
Pemasangan remote type Wired 23 unit
Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai 1

Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 11 1 Paket
Indoor VRF, IU-11.1, Rg. Rapat 1 unit
, Cassette (4 Way), Kap. 12200

Indoor VRF, IU-11.2A ~ 2E, Rg. Staf, 5 unit
Cassette (4 Way), Kap. 27200

indoor VRF, IU-11.3, , Cassette (4 Way), 1 unit
Kap. 8500

indoor VRF, IU-11.4, , Cassette 1 unit
(4 Way), Kap. 9500

Indoor VRF, IU-11.5A & 158, Rg. Rapat Biro 2 unit
Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 24200

Indoor VRF, |IU-11.6, Rg. Ka. Biro, 1 unit

Cassette (4 Way), Kap. 19100

" e —— . T H
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Cassette (4 Way), Kap. 19100

Indoor VRF, IU-11.8, , Cassette ( i unit
4 Way), Kap. 15300
indoor VRF, IU-11.9A-11.9B, Rg. TU Biro, 2 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, 1U-11.10, Rg. Kabag Pemerintahan, 14 unit
Cassette (4 Way), Kap. 19100
Indoor VRF, IU-11.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama 4 unit
Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200
Outdoor VRF, OU-11, Lantai Dasar , Kap. 400900 1 set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya 22 titik
Instalasi kabel power indoor 21 titik
Instalasi kabel control AC 21 titik
Pemasangan remote type Wired 21 unit
Pengadaan dan pemasangan MCB |U AC/Lantai 5 set
10. | Pemasangan dan pengkabelan % fot
Central Control AC type Touch Screen
maksimum bisa mencapai 512 |U, dengan
dimensi luar WxHxD (323x256x49)mm
dan layar sebesar 12,1 Inch, media
penyimpanan menggunakan Compact Flash
11. | Testing & Commisioning, Startup AC 1 lot
12. | Perbaikan dan perapihan plafon/lantai 9 lot




Bab XIII.
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
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Rincian Perhitungan

No. Uraian o Harg(aé gaituan Jumlah (Rp.)
1. | Belanja Modal Pengadaan AC G | Paket | .oeveercnvrcersensannn] seresserinesiieniiieiees

Central Gedung A Lantai 3

S$.D. 11
Terbilang : '
Harga tersebut sudah termasuk pajak - pajak yang berlaku

.................................... )

jabatan
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Keterangan Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump
Sum

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta
Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis
dan Gambar.

2.  Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan
aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan
diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga
yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan,
pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan,
overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam
Kontrak.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah
kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga
untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga
mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap
telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak
ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata
pembayaran yang terkait.

6.  Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan
penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat
Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan

b. jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan
pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai
dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh
diubah.
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Keterangan Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabun< \
Sum X

1.  Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan n “\“
Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (Séb\ ‘
dan Gambar.

2.  Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuanti
aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Pe
diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai denga
yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan,
pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan,
overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam
Kontrak.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah
kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga
untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga
mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap
telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak
ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata
pembayaran yang terkait.

6.  Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan
penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat
Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan

b. jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan
pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai
dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh
diubah.
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Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum)

Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta

Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi
Teknis dan Gambar.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan,
pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan,
overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam
Kontrak. »

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah
kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga
untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam
harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap
telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait
tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata
pembayaran yang terkait.

Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume
pekerjaan sesuai yang tercantum dcalam Dokumen Pengadaan.
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Daftar 1: Mata Pembayaran Umum!

No. Uraian Pekerjaan Satuan Kuantit Harga Satuan Total
Ukuran as Hargaz

Total Daftar 1
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum, misalnya keperluan -
pengiriman, biaya muat, dan lain-lain.

Semua jenis har%a yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).




Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: 1
No. Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga Total Hargen
Ukuran Satuan
Total Daftar 2

(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
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Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket pekerjaan Pengadaan

Barang ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.

Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas
Pertambahan Nilai).

dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak
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Daftar Rekapitulasi

Mata Pembayaran Harga
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama
Jumlah (Daftar 1+2)
PPN 10%
- TOTAL NILAI
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BAB XIV.
BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ)

Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPB])

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Nomor: o 20__

Lampiran:

Kepada Yth.

di

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal
perihal dengan nilai /[penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar

Rp ( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPB]) ini Saudara diharuskan
untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk
menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran
Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Koniitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap/
[jabatan]
NIP:

Tembusan Yth. :

1. [PA/KPA K/L/D/1]

2. [APIF K/L/D/1]

3. [Pokja ULP Provinsi Jawa Tengah ]
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B. BENTUK SURAT PESANAN

[kop surat satuan kerja Fejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PESANAN (SP)
Nomor:
Paket Pekerjaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejabat Pembuat Komitmen]

ljabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen ]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal
bersama ini memerintahkan: X

[nama Penyedia]
[alamat Penyedial
yang dalam hal ini diwakili oleh:
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No. Jenis Barang Satuan Kuantitas — Harga Total
Ukuran Satuan  Harga®

2. Tanggal barang diterima:

3. Svarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4, Waktu penyelesaian: selama ( ") hari kalender/bulan/tahun dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

5. Alamat pengiriman barang :

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai
Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-
Syarat Umum Kontrak.

Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).



20__

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP:

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama [nama Penyedial
[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha/ (kemitraan/KS Q)/penvedia
peorangan] [jabatan]
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C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Fenerbit Jaminan]
GARANSI BANK
sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama [nama bank] berkedudukan di

[alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN,

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama :
Alamat :

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp
(terbilang ) sebagai
Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama : | peserta pelelangan]
Alamat

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan
yaitu:
a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Yang Dijamin melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan
kontrak.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama ( )
hari kalender, dari tanggal s/d
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat
Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran
sebagaimana tercantum dalam butir 1,

3.  Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di
atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah
menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan
Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamiin
cidera janji.

4.  Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang
diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau
dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan
Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di
Kantor Pengadilan Negeri ]

Dikeluarkan di :
Pada tanggal
Unluk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan [B&ﬂk ]
untuk mengkorfimasi Garansi
ini ke fbank]

(Nama & Jabatan)
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D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

[Kop Penerbit Jaminan]
JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: Nilai:

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [namal,

[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama
penebit jaminan], Jalamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai
PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada /. [nama

Pokja ~ ULP  Provinsi jJawa Tengah |, [alamat] sebagai Pelaksana

Pelelangan, selanjutnya discbut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
(terbilang )

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan

pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan untuk

pelaksanaan pelelangan pekerjaan

yar g diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN

Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai
dari tanggal sampai dengan tanggal

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN
berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan

selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa
berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

- Unluk keyakinan, pemegang TER.!AMIN PENJAMIN

Jaminan disarankan untuk
mengkenfirmasl Jaminan inl

ke foenerbit Materai Rp. 6.000,-

(Nama & Jabatan) (Nama & Jabatan)
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E.  BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK
[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama [nama bank/ berkedudukan di
lalamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN, .
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Paniti}? Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tenga
Alamat : J1. Pahlawan No, 9 Semarang

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp
(terbilang ) sebagai
Jaminan Uang Muka dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama . [ peserta pelelangan/

Alamat

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/ tidak memenuhi kewajibannya atau
melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang
diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang
Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka berlaku selama ( e
hari kalender, dari tanggal s/d

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat
Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka
sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3.  Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di
atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah
menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan
Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin
cidera janji.
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Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang
diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau
dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai
Jaminan Uang Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan
tetap di Kantor Pengadilan Negeri . :

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Untuk keyakinan, pemegang
Garansi  Bank disarankan [Bﬂ![k]
untuk mengkonfirmasi
Garansi ini ke __ _[bank]

(Nama & Jabatan)
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F.  BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN
JAMINAN UANG MUKA
Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa  kami: [namal,
Jalamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama penebit jaminan], [alamat] , sebagai

Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah, J1. Pahlawan No. 9 sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
(terbilang )

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar,

Bahwa TERJAMIN dengan suatu perjanjian tertulis No tanggal telah

mengadakanKontrakdenganPENERIMAjAMINANuntukpekerjaan

déngan Harga Kontrak yang telah disetujui sebesar Rp
(terbilang ) dan  Kontrak  tersebut

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminar ini.

Bahwa untuk Kontrak tersebut di atas, PENERIMA JAMINAN setuju membayar kepada
TERJAMIN uarg sebesar Rp (terbilang ) sebagai
pembayaran uang muka sebelum Pekerjaan menurut Kontrak di atas dimulai. Sebagai
jaminan terhadap pembayaran Uang Muka itu maka PENJAMIN memberikan jaminan
dengan ketentuan tersebut di bawah ini.

Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif mulai
dari tanggal sampai dengan tanggal

Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya atau
melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka
dimaksud (yang dinyatakan dalam surat bukti penerima olehnya) atau sisa Uang Muka
yang wajib dibayar menurut Kontrak tersebut

Tuntutan pencairan atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh PENERIMA JAMINAN secara
tertulis kepada PENJAMIN segera setelah TERJAMIN cidera janji (Wanprestasi/default)
karena tidak dapat memenuhi kewajibannya atau membayar kembali Uang Muka atau sisa
Uang Muka tersebut sesuai dengan syarat kontrak.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa Uang Muka
yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan penagihan dari PENERIMA JAMINAN.
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9. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin
lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

10. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa
berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di pada
tanggal
TERJAMIN PENJAMIN
n Seamion nd Materai Rp. 6.000,-

mengkonfirmasi Jaminan ini
ke _Ipenerbit

(Nama & Jabatan) (Nama & Jabatan)



SURAT PERNYATAAN TENAGA AHLI PERUSAHAAN YANG
DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Tenaga Inti/Ahli

....................................................

Tempat dan tgl. Lahir

....................................................

Pendidikan terakhir

.....................................................

Keahlian

Adalah benar-benar tenaga inti/ahli dan saya bekerja penuh waktu untuk pekerjaan Penambahan Daya
Listrik Gedung A pada perusahaan :

Nama Perusahaan

........................................................

Alamat Perusahaan

Telepon

........................................................

Posisi yang diusulkan sebagai

........................................................

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya sanggup dituntut dimuka pengadilan
apabila semua keterangan yang diberikan tidak benar.

.............. S - .
Mengetahui : yang menyatakan :
Pimpinan Perusahaan
CV/PT. covirnensensisiisises
Ditanda tangan
dan dicap

{ o ssmnainis T s g ) § camonenns sneoman st 77958 )
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LAMPIRAN
SPESIFIKASI TEKNIS YANG DISAMPAIKAN

Tanda tangan dan
di cap perusahaan



BAB XV.
PENUTUP

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Lelang ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan/ pengadaan bagi penyedia Barang/Jasa.

Hal-hal yang belum tercantum atau kurang jelas dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini dapat
ditanyakan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Terngah SETDA Provinsi Jawa Tengah,
Gedung D Lantai II dan III JIn. Pahlawan No. 9 Semarang.

Semarang, 2018

MENGETAHUI/ MENYETUJUI
KEPALA BIRO BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU

Pembina®

! al i » .1;;.:'
NIP. 19650504\1"9_9&011}614

23



Spesifikasi Umum, Administrasi dan Teknis

Halaman: |- 1

PERSYARATAN TEKNIS PEKERJAAN
TATA UDARA

441, PEKERJAAN SISTEM TATA-UDARA DAN PENGHAWAAN

41.1. Lingkup Pekerjaan

« Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit AC teknologi VRF dan AC Hight Static untuk
Ruang OK, Isolasi beserta seluruh peralatan bantunya secara lengkap, sehingga sistem
berjalan dengan baik.

+ Pekerjaan Pemipaan Refrijeran dari Indoor Unit ke Condensing Unit / Outdoor Unit

menggunakan pipa jenis ASTMB 280 untuk Refrigerant R410a (ramah lingkungan).

Pekerjaan pemipaan Kondensat dari Indoor Unit sampai ke saluran drainase yang disediakan.

Pekerjaan Exhaust Fan beserta peralatan bantunya secara lengkap.

Pekerjaan Ducting, Exhaust, Grille, beserta peralatan bantunya secara lengkap

instalasi Daya,

Pekerjaan ini meliputi seluruh instalasi yang digunakan untuk menghubungkan panel daya

dengan outlet daya dan peralatan listrik, seperti Exhaust Fan, motor-motor listrik pada

peralatan Sistem VAC sesuai dengan gambar Perencanaan dan Buku Spesifikasi Teknis.

« Pekerjaan balancing, testing dan commisioning terhadap seluruh sistem sehingga dapat
bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, termasuk penyediaan peralatan ujifukur dan
segala keperluan lainnya secara lengkap.

. Pembuatan buku manual operasi dan jadwal perawatan rutin maupun berkala sampai dengan
overhaul, operation log-sheet, spare-part number list untuk setiap peralatan / unit mesin yang
dipasang dan segala keperluan operasi lainnya untuk seluruh peralatan dalam sistem ini.

e o & o

4.1.2. Condensing Unit/Out Door Unit

a. Dilengkapi weather-proof casing yang mampu melindungi seluruh komponen didalamnya
termasuk peralatan kontrol terhadap cuaca dan sinar matahari.

b. Kelengkapan unit harus mengikuti ketentuan berikut,

- Hermetic compressor

Variable rotation dengan teknologl DC Twin Rotary Inverter

Air-cooled condenser coil

Fan dan motor drive dengan power DC

Refrigerant circuit c/w receiver, drier dan filter

Charging valve

Heavy duty coil guard

Control equipment.

+ Operasi sistem AC,
Dalam pengoperasiannya, pengatur temperatur ruangan dilakukan dengan thermostat
yang dapat diatur secara remote.

« Kondisi desain,

a. Suhuruangan . 75+4°F
b. Kelembaban nisbi . 60+ 10 % RH
c. Fresh air ventilation . ASHRAE Standard 62-1981.

4.1.3. Pekerjaan Pemipaan Refrijeran dan Kondensat

RKS -Penggantian Unit AC Gedung Gubenuran
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4.1.4.

Persyaratan Umum Pemipaan Refrijeran

Tipe Pipa tembaga harus mengikuti standar ASTMB 280 untuk penggunaan dengan Gas
Refrijeran R410a (Ramah Lingkungan)
Harus mengikuti 'Safety Code for Mechanical Refrijeration ASA-B9.1-1965' dan Code for
Refrijerant Piping ASA-B3.5-1962.
Apabila terdapat ketidak  sesuaian antara Gambar  Perencanaan  dengan
peraturan/Rekomendasi dari Manufacturer, maka Kontraktor harus melaporkan kepada
Direksi untuk mendapatkan penyelesaian.
Suction Line
a.  Harus dibuat dengan Total Pressure Drop maksimum 3 psi (setara dengan perubahan
temperatur sebanyak 2°).
b. Harus memiliki kecepatan aliran yang cukup untuk menghantar kan oli ke
Comppresor.
c. Harus diisolasi dengan lapisan isolasi yang khusus untuk pipa Refrijeran.
d. Harusdilapisi dengan Vapor Barrier dari bahan Aluminium Foll, untuk pemipaan yang
langsung terkena sinar matahari.
e. Harus dibuat Suction Line Loop untuk Evaporator yang lokasinya lebih tinggi dari
Compressor.
Liquid Line
a. Harus dibuat dengan Total Pressure Drop antara 3 sampai 6 psi (setaraf dengan
perubahan temperatur 1 - 2°).
b. Refrijeran harus pada tingkat keadaan Sub Cooling pada saat mencapai 'Refrijerant
Control Device'.
¢. Sub-Cooling harus diperhitungkan untuk dapat mengatasi Friction Loss pada pipa dan
Vertical Rise.
d. Liquid Line yang berada di luar gedung, atau yang terkena sinar matahari langsung
harus diisolasi seperti Suction Line.

Persyaratan Pemasangan Pipa Refrijeran

Sambungan,

a. Harus dengan Branzed Joints with Sweat Fitting.

b. Harus menggunakan Forged / Extruded Copper Fitting sesuai dengan standard ASA-
B.16.181963.
Harus dengan proses Hard Solder. g
Filter Material dengan 'Silver Base Alloy' Melting for 1000 °F.
Sambungan ke peralatan di sesuaikan dengan outlet dari peralatan tersebut.
Proses soldering/brazing harus dilakukan dengan mengalirkan gas Nitrogen pada
bagian dalam pipa, untuk menghindari penumpu-kan jelaga pada bagian dalam pipa
sambungan/fitting/elbow.

~oao

Belokan-belokan harus menggunakan elbow, tidak diizinkan mem-bengkokan pipa untuk
membuat belokan.

Pemasangan isolasi baru boleh diiakukan setelah pipa ditest.

Pressure Test dan Leaking Test untuk semua sambungan dan Jalur pipa dilakukan dengan
tekanan gas N2 (Nitrogen) selama 2 x 24 Jam dengan tekanan minimal 400Psi

Setelah dilakukan Pressure dan Leaking test, dilakukan FLUSHING dengan N2 untuk
membersihkan bagian dalam pipa dari berbagai material yang tidak diinginkan dalam proses
aliran gas refrijeran tipe R410a.

Pipa harus benar-benar lurus dan diikat dengan klem kedudukan pipa.

Persyaratan Pemasangan Isolasi Pipa Refrijeran

Isolasi harus dipasang dengan cara memasukkan pipa ke lubang yang telah tersedia tanpa
merobek isolasi tersebut.

Ketebalan Isolasi harus mengikuti standar ASTMB280 atau mengikuti rekomendasi dari
pabrikan AC yang terpasang
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Apabila terjadi robekan pada isolasi, maka harus dirapatkan kembali dengan menggunakan
lem karet seperti Castrol, Aica Aibon atau sejenisnya.

Bila robekan lebih panjang dari 40 cm, maka isolasi tersebut harus diganti.

Setelah isolasi terpasang, untuk pemipaan yang terkena sinar matahari langsung, harus
dibungkus dengan Aluminium Foil.

Sisi-sisi Aluminium foil tersebut harus direkat dengan Foil Tape sehingga benar -benar rapat.
Pada bagian-bagian yang akan diklem atau ditumpu harus dilindungi dengan pelat BjLS 100
yang dilekuk sesuai dengan bentuk isolasi.

Pada bagian Filter Drier dan peralatan lainnya, isolasi menggunakan Foamed Plastic
Insulating Tape.

Persyaratan Pemasangan Pipa Kondensat

Harus dipasang dengan kemiringan minimum 1%.

Sambungan dengan Solvent Cement.

Pipa harus diisolasi dengan lapisan isolasi jenis Styrofoam yang sudah dicetak setengah pipa
dan dibungkus dengan Aluminium Foil, Isolasi sampai penyambungan ke scope Kontraktor
lain.

Fitting harus dari jenis Injection Moulded Fitting.

Persyaratan Unit- Unit Mesin
VRF system, jenis Cassette.

Ketentuan Umum,

a. Harus dari jenis AC VRF Inverter (Variable Refrigerant Flow), model Duct , Cassette,
Ceiling dan Wall type secara lengkap berikut Aksesories dan system kontrol
operasinya (thermostat, Separation Tube, Filter udara dan kontrol-kontrol lainnya).

b. Kapasitas mesin harus dapat mengatasi beban pendinginan sesuai yang tercantum
dalam gambar Skedul Peralatan AC & Fan.

¢. Unit harus disediakan secara lengkap sehingga siap untuk disambung dengan
'refrigerant piping' dan diisi refrijerant R410a untuk kemudian dioperasikan tanpa
perlu ditambah dengan kelengkapan lainnya.

Condensing Unit,

c. Di'engkapi weather-proof casing yang mampu melindungi seluruh komponen
didalamnya termasuk peralatan kontrol terhadap cuaca dan sinar matahari.

d. Kelengkapan unit harus mengikuti ketentuan berikut,

' DC Twin Rotary Compressor full Inverter pada tiap modul outdoor

2 Compressor Inverter DC Twin Rotary pada setia k?{;asitas Outdoor 8 s/d 22 PK, dan

kombinasi dari kapasitas tersebut bisa mencapai 60P

Variable rotation dengan teknologi DC Twin Rotary Inverter

Air-cooled condenser coil

Fan dan motor drive dengan power DC

Refrigerant circuit c/w receiver, drier dan filter

Charging valve

Heavy duty coil guard

Control equipment.

s % = = = = =

Refrigerant Field Piping,
a. Mengikuti rekomendasi dari pabrik pembuat untuk penentuan diameter pipa
penempatan trap, tambahan receiver dan lainnya.
b. Dilengkapi dengan isolasi dari jenis Foamed Neoprene Rubber Pipe Insulation tebal
0.5 inch, produk Armaflex
¢. Menggunakan 'hard drawn copper tube' sesuai dengan ketentuan pada Bab
Persyaratan Teknis MEP atau sesuai rekomendasi pabrik pembuat unit AC.

Axial Flow Ventilating Fan
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4.1.8.

4.1.8.1.

4.1.8.2,

Ketentuan Umum,

a. Unit harus dipilih dengan laju aliran udara yang mampu mengatasi beban kerja
seperti yang dicantumkan pada gambar skedul peralatan.

b. Pada saat pengajuan usulan tipe dan kapasitas Fan, Kontraktor harus sudah
memperhitungkan segala kemungkinan adanya penurunan kapasitas terhadap
pertambahan static pressure sebagai akibat dari static pressure loss pada diffuser
atau grille atau atau filter atau damper dan/atau peralatan lain di dalam saluran udara
sesuai dengan yang akan dipasang.

Konstruksi,
a. Harus dari jenis Adjustable Pitch Axial-Flow Fan factory adjusted dan fixed pada
sudut tertentu sesuai dengan kebutuhan dengan standar produk
b. Form of running dengan motor berada pada sisi hulu dari arah aliran udara.

Impeller, .
a. Harus dari bahan die-cast aluminium alloy dengan kekuatan sesuai standard ARI
b. Harus seimbang secara dinamis maupun statis.
c. Kipas harus dari jenis AIRFOIL atau AEROFOIL.
d. Harus direct coupled dengan motor penggeraknya.

Casing,
a. Harus dari bahen hot dip galvanized cold-rolled steel dicat anti korosi dengan bahan
chlorinated rubber paint
b. Casing dari jenis long-type casing yang menutupi impeller dan motor.
c. Dilengkapi bell-mouth inlet and fan outlets untuk sambungan dengan saluran udara.

Motor,
a. Dari jenis non-ventilated squirrel-cage induction type, dust-grease-corrosion-roof
motor dengan insulation class F.
b. Dapat digunakan untuk menghisap udara pada temperatur yang berkisar antara 50-

75 °C.

Persyaratan Pemasangani

Ketentuan Umum,

Pada saat peralatan/unit mesin yang dipesan oleh Kontraktor tiba ditapak, segera harus
dilakukan pembongkaran peti pembungkus atau container dengan disaksikan secara bersama
oleh DIREKSI, wakil Pemberi Tugas, Petugas dari perusahaan jasa pengiriman
(carrier/transporter agencies) dan dilakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi peralatan.
Kontraktor bertugas membuat dan mengisi check-list untuk pemeriksaan dan diserahkan
kepada DIREKSI. Ketentuan lebih detail tentang hal ini diatur oleh DIREKSI.

Apabila dalam pemeriksaan visual diatas ditemukan kerusakan fisik terhadap peralatan, maka
segala penggantian/perbaikan dan lain-lainnya diatur oleh DIREKSI.

Khusus untuk kerusakan pada lapisan cat, Kontraktor harus melakukan perbaikan dengan
melakukan cat ulang dengan kualitas pengecatan yang paling tidak harus sama, dimana
sebelumnya harus dilakukan pembersihan yang sempurna ( dengan sikat kawat, degreasing
liquid dan sebagainya).

Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari uraian diatas menjadi tanggungan dan atas
beban biaya Kontraktor yang bersangkutan.

Pemasangan Unit Mesin,

Penyambungan instalasi kabel daya, kabel kontrol dan pemipaan harus disesuaikan dengan
persyaratan pabrik, bila terjadi ketidak sesuaian dengan Dokumen Kontrak, sehingga dapat
mengakibatkan terganggunya operasi, pemborong harus mengajukan gambar kerja (shop
drawing) untuk disetujui oleh Direksi.

Persyaratan Pengujian

RKS —Penggantian Unit AC Gedung Gubenuran



i R P VN pa— <l

Spesifikasi Umum, Administrasi dan Teknis Halaman: |- 5
4.1.9.1. Ketentuan Umum,

4.1.9.2,

4.1.9.3.

4.1.9.4.

4.1.9.5.

4.1.9.6.

Pengujian harus disaksikan oleh Direksi, Perencana serta wakil Pemberi Tugas.

gengéxj‘ian operasi sistem baru boleh dilaksanakan setelah sistem bekerja dengan baik selama
X 24 jam.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan, Kontraktor harus mengajukan

prosedur pengujian kepada Direksi

Start-up Unit Mesin Air Conditioning hanya boleh dilakukan oleh Akhli dari Perwakilan merk

tersebut di Indonesia.

Penyediaan Peralatan Pengukur dan Penguiji,

Alat-alat dan segala keperluan untuk pengujian harus disediakan oleh dan atas biaya
Kontraktor.

Pengujian Sistem Pemipaan,

Dilakukan dengan metoda Hidrostatik Test sesuai dengan ketentuan pada Bab Persyaratan
Teknis ME.

Tekanan pengujian adalah 400Psi dengan menggunakan N2 (Nitrogen).

Bila selama 24 jam tidak terjadi penurunan tekanan, maka pengujian dinyatakan selesai.
Bila terjadi penurunan, Kontraktor harus memperbaiki kerusakan tersebut dan pengujian
harus diulangi dari awal.

Pengujian Kriteria Kebisingan (Noise Criteria),

Pengukuran dilakukan terhadap Tingkat Tekanan Suara dalam satuan ukuran atau skala
'weighing' decible (dB CA) pada berbagai pita frekuensi sehingga dapat dibuat kurva Noise
Criteria.

Hasil pengukuran harus dilaporkan dalam bentuk hasil pengukuran dan diplot pada NC chart.

Apabila NC melebihi angka-angka perancangan seperti pada pasal terdahulu, maka
Kontraktor harus menambahkan beberapa peredam suara pada saluran udara, misainya duct
acoustic lining.

Penyetelan Dan Pengujian Operasi Sistem Kontrol,

Setelah sistem dioperasikan, dengan disaksikan DIREKSI, Kontraktor harus memeriksa
seluruh wiring hook-up dari seluruh peralatan kontrol dan melakukan dummy test untuk
memeriksz gerakan-gerakan, response dan kehalusan kerja sistem tersebut.

Hal-hal yang harus diset dan dilakukan pengaturan (set and adjustment) adalah set point dan
throttling range dari setiap peralatan sehingga tidak terjadi kegagalan operasi/kerja akibat
perbedaan throttling range antara setiap peralatan.

Pengujian Operasi Sistem,

Pengujian ini dilakukan setelah seluruh peralatan atau sistem diuji dan dibersihkan, dan telah
menjalani 'trial-run' selama 3x24 jam. ‘
Penguijian ini dimaksudkan untuk sekaligus menguji kemampuan sistem dengan dioperasikan
secara terus menerus selama 3x24 jam. -
Pada saat pengujian ini Kontraktor harus melakukan bersama Direksi dan atas petunjuk
Direksi, hal-hal berikut :

a. Mengamati seluruh sistem pemipaan.

b. Mengamati seluruh sistem saluran udara.

c. Mengamati kerja sistem kontrol.

d. Mengamati kerja peralatan Indoor dan Outdoor Unit dalam sistem Air Conditioning.
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4.1.9.7.

e. Memperbaiki segala hal yang masih belum beroperasi dengan semestinya dan bila
terdapat getaran atau noise yang berlebihan.

Laporan Pengujian,

¢« Menggunakan formulir-formulir yang dicantumkan dalam buku 'SMACNA, Testing and
Balancing of Air Conditioning System' dan/atau buku 'NEBB', National Engineering Balancing
Bureau.

» Segala kebutuhan untuk hal tersebut diatas menjadi tanggung jawab Kontraktor yang
bersangkutan baik dalam segi pengadaan buku asli, hasil fotokopi formulir dan pengisiannya
sehingga merupakan hasil pengujian yang baik.

4.1.9.8.

Pemberian Tanda-Tanda Penyetelan (Marking),

Setelah seluruh sistem bekerja dengan baik, lancar dan sesuai dengan fungsinya
Kontraktor harus memberi tanda-tanda pada pressure gauge, thermometer, valve gpening,
flow meter, splitter damper, volume damper dan peralatan pengatur serta pengukur lainnya
dengan cara-cara yang disetujui Direksi,

4.1.10. Persyaratan Teknis Pelaksanaan

4.1.101.

Lingkup Pekerjaan

« Kondisi Dan Operasi Sistem
Pekerjaan Pemipaan Refrijeran Dan Kondensat

* Pekerjaan isolasi Thermal Dan Akustik & Pemipaan
Persyaratan Bahan
Saluran persegi empat

4.1.10.2.

Persyaratan Unit- Unit Mesin

¢ |ndoor Unit

Ketentuan Umum,

a. Kapasitas mesin harus dapat mengatasi beban pendinginan sesuai yang tercantum
dalam dokumen bill of quantity.

b. Unit harus' disediakan secara lengkap sehingga siap untuk disambung dengan
'refrigerant piping' dan diisi refrijerant untuk kemudian dioperasikan tanpa periu
ditambah dengan kelengkapan lainnya.

« Condensing Unit,

a. Dilengkapi weather-proof casing yang mampu melindungi seluruh komponen
didalamnya termasuk peralatan kontrol terhadap cuaca dan sinar matahari.

b. Kelengkapan unit harus mengikuti ketentuan berikut,

) Compressor DC Twin Rotary

Variable rotation dengan teknologi DC Twin Rotary Inverter

Air-cooled condenser coil

Fan dan motor drive dengan power DC

Refrigerant circuit c/w receiver, drier dan filter

Charging valve

Heavy duty coil guard

Control equipment.

« Refrigerant Field Piping,

a. Mengikuti rekomendasi dari pabrik pembuat untuk penentuan diameter pipa
penempatan trap, tambahan receiver dan lainnya.

b. Dilengkapi dengan isolasi dari jenis Foamed Neoprene Rubber Pipe Insulation tebal
0.5 inch, produk Armaflex atau setara
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4.1.10.3.

a.

Menggunakan 'hard drawn copper tube' sesuai dengan ketentuan pada
BabPersyaratan Teknis MEP atau sesuai rekomendasi pabrik pembuat unit AC.

Persyaratan Pemasangan

Ketentuan Umum,

a.

C.

d.

Pada saat peralatan/unit mesin yang dipesan oleh Kontraktor tiba ditapak,segera
harus dilakukan pembongkaran peti pembungkus atau container dengan disaksikan
secara bersama oleh DIREKSI, wakil Pemberi Tugas, Petugas dari perusahaan jasa
pengiriman (carrier /transporter agencies) dan dilakukan pemeriksaan visual terhadap
kondisi peralatan.

Kontraktor bertugas membuat dan mengisi check-list untuk pemerik-saan dan
diserahkan kepada DIREKSI. Ketentuan lebih detail tentang hal ini diatur oleh
DIREKSI.

Apabila dalam pemeriksaan visual diatas ditemukan kerusakan fisik terhadap
peralatan, maka segala penggantian/perbaikan dan lain-lainnya diatur oleh DIREKSI.
Khusus untuk kerusakan pada lapisan cat, Kontraktor harus melakukan perbaikan
dengan melakukan cat ulang dengan kualitas pengecatan yang paling tidak harus
sama, dimana sebelumnya harus dilakukan pembersihan yang sempurna (dengan
sikat kawat, degreasing liquid dan sebagainya).

Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari uraian diatas menjadi tanggungan
dan atas beban biaya Kontraktor yang bersangkutan.

Pemasangan Unit Mesin,

Penyambungan instalasi kabel daya, kabel kontrol dan pemipaan harus disesuaikan
dengan persyaratan pabrik, bila terjadi ketidak sesuaian dengan Dokumen Kontrak,
sehingga dapat mengakibatkan terganggunya operasi, pemborong harus mengajukan
gambar kerja (shop drawing) untuk disetujui oleh Direksi.

4.1.10.4.

.

a.
b.

C.

d.

Persyaratan Pengujian

Ketentuan Umum,

Pengujian harus disaksikan oleh Direksil, Perencana serta wakil Pemberi Tugas.
Pengujian operasi sistem baru boleh dilaksanakan setelah sistem bekerja dengan baik
selama 3 x 24 jam.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan, Kontraktor harus
mengajukan prosedur pengujian kepada Direksi

Start-up Unit Mesin Air Conditioning hanya boleh dilakukan oleh Akhli dari Perwakilan
merk tersebut di Indonesia.

Penyediaan Peralatan Pengukur dan Penguji,

Alat-alat dan segala keperluan untuk pengujian harus disediakan oleh dan atas biaya
Kontraktor.

4.1.10.5.

4.1.10.6.

Pengujian Sistem Pemipaan,

Dilakukan dengan metoda Hidrostatik Test sesuai dengan ketentuan pada Bab Persyaratan
Teknis ME.

Tekanan pengujian adalah 8 atm.

Bila selama 12 jam tidak terjadi penurunan tekanan, maka pengujian dinyatakan selesai.
Bila terjadi penurunan, Kontraktor harus memperbaiki kerusakan tersebut dan pengujian
harus diulangi dari awal. .

Penyetelan Dan Pengujian Operasi Sistem Kontrol,

Setelah sistem dioperasikan, dengan disaksikan DIREKSI, Kontraktor harus memeriksa
seluruh wiring hook-up dari seluruh peralatan kontrol dan melakukan dummy test untuk
memeriksa gerakan-gerakan, response dan kehalusan kerja sistem tersebut.

Hal-hal yang harus diset dan dilakukan pengaturan (set and adjustment) adalah set point dan
throttling range dari setiap peralatan sehingga tidak terjadi kegagalan operasi/kerja akibat
perbedaan throttling range antara setiap peralatan,
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4.1.10.7. Pengujian Operasi Sistem,

+ Pengujian ini dilakukan setelah seluruh peralatan atau sistem diuji dan dibersinkan, dan telah
menjalani 'trial-run’ selama 3x24 jam.

e Pengujian ini dimaksudkan untuk sekaligus menguji kemampuan sistem dengan dioperasikan
secara terus menerus selama 3x24 jam.

« Pada saat pengujian ini Kontraktor harus melakukan bersama Direksi dan atas petunjuk
Direksi, hal-hal berikut :

Mengamati seluruh sistem pemipaan.

Mengamati seluruh sistem saluran udara.

Mengamati kerja sistem kontrol.

Mengamati kerja peralatan Indoor dan Qutdoor Unit dalam sistem Air Conditioning.

Memperbaiki segala hal yang masih belum beroperasi dengan semestinya dan bila

terdapat getaran atau noise yang berlebihan.

spopowD

4.1.10.8, Laporan Pengujian,

« Menggunakan formulir formulir yang dicantumkan dalam buku 'SMACNA,  Testing
and Balancing of Air Conditioning System' dan/atau buku 'NEBB', National Engineering
Balancing Bureau.

+ Segala kebutuhan untuk hal tersebut diatas menjadi tanggung jawab Kontraktor yang
bersangkutan baik dalam segi pengadaan buku asli, hasil fotokopi formulir  dan
pengisiannya sehingga merupakan hasil pengujian yang baik.

« Pemberian Tanda-Tanda Penyetelan (Marking),
Setelah seluruh sistem bekerja dengan baik, lancar dan sesuai dengan fungsinya
Kontraktor harus memberi tanda-tanda pada pressure gauge, thermometer, valve opening,
flow meter, splitter damper, volume damper dan peralatan pengatur serta pengukur lainnya
dengan cara-cara yang disetujui Direksi.

4.1.10.9. Daftar Barang

No Matrial Merk

1. | Unit Air Conditioning VRF Fujitsu, Toshiba,Carrier

2. | Pipa Refrigerant Kembla,Denji,Yatako

3. | Pipa Pengembunan (PVC) Wavin,Rucika, Unilon

4. |lsolasi Pipa Refrijran,Pengembunan Armafalex, Thermaflex, Insulflex
5. | Kabel Power Supreme, Kabelmetal, Jembo,
6. | Kabel Control Belden, Jembo, Supreme
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
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KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 027/0000086/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

| KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
_3 - SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
' PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun
2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor
66 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemu; Nomor 8 Tahun

2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 053.13/1
Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2018, , :

c. Bahwa pengangkatan sebagai Anggota Pokja Unit Layénan Pengadaan
B#arang/.'lasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil seleksi

oleh Tim Assesor Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 2017 perihal Laporan Hasil
Seleksi Calon Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah,

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 'hur].zt‘ a,b dan ¢
ditetapkan dengan Surat Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan
Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Anggota Pokja Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah;

i
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{ Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nor‘nor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor § Tahun 2012 tentan
Unit Layanan Pengadaan (ULP), i

MEMUTUSKAN

Membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dengan susunan keanggotaan Pokja sebagaimana dinyatakan dalam
Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan ini. '

Pokja sebagaimana dimaksud dalam dikium pertama mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan
Sendiri paket-paket yang akan dilelang bersama Tim Teknis sesuaj dengan
paket pekerjaan yang akan dilelangkan;

b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangké Acuan
Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK:

¢. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan
dokumen Pengadaan;

d. Melakukan pemilihan penyedia Barang/Jasa mulai pengumuman kualifikasi
atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;

e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA :

1) Pada pelelangan penyedia pada penunjukan langsung untuk paket
pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas
Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);atau

2) Pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000
(sepuluh miliar rupiah); y

f. Menetapkan pemenang untuk :

1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.
100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau

2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
milar rupiah),

Stk
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g Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil Seleksi
kepada PPK melalui Kepala ULP;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala
ULP.

i, Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia
barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan, dan
-pelanggaran lainnya.

j. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

PR e

KETIGA :  Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan 'Be[anja Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

'KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Januari 2018

Tembusan :

Kepala LKPP RI di Jakarta,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah,;

Yang bersangkutan

AW




LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR  : 027/0000086 /2018
TANGGAL : 5 JANUARI 2018
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
KELOMPOK
| KERJA NAMA JABATAN SKPD
RN TR UK S | e
........................... s
SRR E | | OIYANTO, ST | Kema Marga Ciptakarya
______________ 2 MUKHSIN SIDIQNUGROHO, ST | Sekretaris | Dinas PU SDA Taru
oo, 3. JUNANTO HART PURNOMO, SKOM ™™ Anggota | Dinas Nakertrans
POKJA 2 |1 YAN HERWINDO ARITA. §T 71 Ketua | Dinas ESDM
2 DIAN LESTARI KURNIAWATI Sekretaris | Dinas Perindag
3 AGUS TRIPURWANTO, A.Md. Tem Anggota | RSUD Tugurejo
POKJA 3 |1 SUKARTONO, SE, MM Ketua mm?Mas,K"p"'m‘ &
oo 2. DEDY SRTMARTANTOSE, MM """ Sekretaris | Dinas Perhubungan
Dinas PU Bina
........................... W ndmminssii- T ... B Marga Ciptakarya
POKJA& ........ IKADARUSTAMAJI. SPd ...... L Ketua Dinas Dikbud
] PANCAWATT BUDIARTT . Sekretaris |BPPD
............................ 3.BUDIHARTONO . ...l Anggots |DinasSosial
POKJA 5 lANDIK.AADIPRASETYOST ______ i&é@; ______ Dinas Perindag
e B SR TSR Thad o e
2 ANARIDA RAHAYU, A Md SkIoatS' | Mgascs Chutaloms
T3 WISNU WARDANA, SE T T R nggota | Satpoi PP
POKIA 6 | | ANANG PUTRANTA CAHYO, SH Keta | DinasNakertrans
o e — T s
2. DIMAS YUFRI T — pines. Berhubu
FSUSEROADINUCRDHOERMT - . | AngEO2 | Marga Ciptakarya
"POKJA 7 |1 MOHAMMAD SOLEH, SE Kewa |BadanPSDMD
""""""""""""""" 2 GUNAWAN CAHYOPURNOMO,SKom | Sckretaris | DinasESDM
|3 AGUS PRAYITNO, SE, MM Anggota | Dinas Perhubungan
............................................................................................................. T T T
'{_"_‘“"‘Af ........ seo. N Keta | Marga Ciptakarya
2 AGUS RACHMAN SJARIF, ST, MT Sekretaris
TSNS, bofbdoientosidhsinpisiogticiomibosetrieslsocd Ancksci IO ok Moo
| 3 CAHYO TRI SASONGKO, ST Anggota
Binios 445 s s e ame mil s e e n SRR e N M AR S AR R AT BT SREITER T e e sk aee S s e a
B e e e S




P

i

e g

: it u
\$adaan Provinsi

Mg % N

T

R |

E ) b e
ROV S LN
{ Y&t ﬂ., !

|

............................................................................................. el
1 WIMAS RADIT SUMBODO, ST Ketya | Dines PUBina
e o T i T A T, & | e Marga Ciptakarya
|2 MUH SAEFUDIN MAHMUD, S.Kom | Sekretaris | Dinas Porapar
(3 JUANDA,AMd Anggota | Dinas Kesehatan
I AGUS PAMUNGKAS, AMd Keta | Dinas PUBina
b Marga Ciptakarya
2 Ir. WIJANARKO Sekretaris | Dinas Permades
BT e vme——aeeseaielan s LR L R
|3 AGUSSETIYADI  ....|..Anggota | Dinas Perhubungan
OKJA 11 |1 RAHMAWATI, SE,MSi """ "Ketua | Dinas Tanbun
2 DAMANG UTOMO,SKOM || Sekretaris | Dinas Hanpan
3 SITI MUSTAGHFIROH, SH. 1. Anggota | Biro Umum
poKiA 1311 ARHMAD BAIGUNT T Kewa | RSID Dr Amino G
|2 ILHAMPRIBADLSH = Sekretaris | Biro Hukum Setda
|3 BEKTIHERIAWAN e Anggota | RSUD Tugurejo
{11 et S P P L . = IS it e/ i3 vk 0
.12 DRS.TIPTO WIDIATMO | Sekretaris | Dinas Porapar
3SHERLYADRIAN1Anzs°taDmasD1kbud ..........
_ ..'.ZZZZZZZ'.ZZ'.ﬁIﬁZZZZIi.ZIﬁ?ﬁi&f&ﬁiﬁt’?;lis:ﬁ;lﬁ}i@é{iiﬁiﬁiii'.iiliﬁﬁI'_'.'.IIZIZ'_Z'_I'.'.'.'.Iﬁiiﬁéi.@}aiﬁi'.liIb.'.i'.ri'.aﬁs’.ﬁliéééﬁéﬁténﬁiiii'.lﬁ
.12 BUDIPRAMONO,S.Kom . .. . . .. ... _Sekretaris | BiroKesra
13, BAGUS PRIYO HANDONO, SE | . ......l|. Anggota |BPKAD
'_ﬁﬁliﬁﬁLﬁﬁ'.Z'_'.'_ﬁZZlﬁllliﬁﬁﬁéélﬁidiisliff.lii'.S.A.'.M'.ﬁhé{tﬁiiliﬁﬁiﬁililﬁﬁﬁlZﬁl'.'.ﬁ'.ﬁﬁZ'_'_'_'_'.'.Zﬁ".'.'_ﬁZKét’.@}ileﬁﬁib.iiiiééi?'sirléiiéilllﬁﬁﬁilﬁl
ZMASHURISTMMSekremstasKomme .........
TN 3 DEWINOVITARINIMSEMM ...l Anggota | Dinas Kesehatan
ZﬁﬁiIﬁllﬁZﬁiﬁ'_iﬁﬁﬁ'.Ijﬁﬁi_iZSQKIM;IZSZEIliﬁﬁﬁﬁﬁllliﬁ]iﬁﬁﬁ‘_ﬁﬁiﬁ'_ﬁ'.'.ﬁﬁZ'_ﬁﬁﬁ'.ﬁ'.ﬁj'_ﬁ'_ﬁﬁﬁ'_iﬁlﬁ','.ZZjiéﬁeﬁii_:ﬁaﬁiﬁiilﬁié?iiﬁ]iﬁl'.'.ﬁﬁﬁ'.'_'.ﬁiﬁ'.ﬁ'.'.
12 PRATISTONUGROHO, S.IP, M.SI . ... Sekretaris | Biro Adm. Bangda
L & 3 BAMBANG AGUS SETYAWAN,SE .| Anggota | Dinas Perhubungan
ﬁﬁIIZZ'.ﬁﬁﬁIﬁZﬁZZIIiﬁIZIiSiI?IEEé;ﬁiQZSZBﬁTI%;iSﬁEﬁZZZZZIﬁjﬁﬁﬁjﬁﬁlﬁiiﬁﬁll.illﬁiiﬁZjﬁl'_liIi@étﬁ@ﬁaiijiﬁﬁZZSIéitiéé}ZEiiIIZZﬁﬁllﬁ'_ﬁiﬁi
2WIDARTISTPSekIetanstasHanpan ..........
..................... 3 AGUSTRIYONOSHAnggotaBadanPSDMD
OO 0 s ————— e ] T
...... | PRAWINDARIKUSUMASTUTL ST.MT |~ Be% | Marga Ciptakarya
TS NANANG SURYO ADHIE, SE Seketeris |BKD .
BSETYONUGROHOSKOM ............................... Anggota | Dinas Perhubungan
"’"'"'""".'.'ﬁ'.'."_ilﬁ'.Zﬁr}éﬁﬁ?m:Z'.Z'.'.}%.'.‘?EE&ZSEI'.ZZIIZﬁ'.l'_'.'_iﬁII'.'_'_Z'_ﬁZi'.ﬁ'.Zi'_ﬁi'.ll';@ﬁéf.é}iZiﬁﬁllbiiiri'-s:'_lil?éraklmlﬁ'.’.‘liﬁﬁii'.'.'.Iﬁ'_
) IKA HARYANTI SUBYAKTO, ST L Sekretaris | Dinas ESDM
TS KHOLID ZAKARIA, 8.5, MiEeDev . | Anggota | SetBPBD .
"POKJA 20 [ 1 "'S}ﬁ’flARNIZ’_IZ@D‘.;ZSZI%IZ'.IIZZIZiiiZZZZIﬁ'.iiﬁiiﬁiﬁ'.liliﬁiﬁ'.ﬁﬁi‘.iﬁi'.ﬁZIﬁiii_i_éitiiéliilliiib}iiélsﬁﬁiiliéiiééilIZZZZIT_
) DIYANT KUSUMAWATL STIS .. "Sekretaris | Dinas Sosial
3DMASPAMUNGKASPRAD0T0PST .............. Anggota | Bappeda

Jawa Tengah

. TAVIP SUBRIVANTO -
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

™

SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 027/0000001/2018

TENTANG

« -PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITIA/PEJABAT

PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA DAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA

- KONSTRUKSI PADA BIRO U

-

.

Menimbang

Mengingat

a:

MUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

" \'KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro
Umum Sekretariat - Daerah Provinsi Jawa: Tengah agar dalam
pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan
efisien,berdayaguna dan berhasilguna, petiu -dibentuk Pejabat
Pengadaan Dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan

melibatkan personil yang berkompeten @ bideng Pengacaan
Barang/Jasa; ‘

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf g,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Dan Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah. Provinsi
Jawa Tengah;

Undang - Undang Nomo

r 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah, .

Undang - Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Deerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

13

.Tahun 2014 Nomor 92, Tamb

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

5 tentang Pengelolaan
Nomor 140, Tambahan Lemba

Indonesia Tahun 2005

ran Negara Republi '
4578); publik ;ndonesna Nomor

/)

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 200

8 tentang Perubahan. Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Nega

ra Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855); ' :

Peraturan Presiden Republik Indonesia No
Pengadaar Barang/Jasa Pemerintah s
beberapa kalai terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat, Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 'Barang/Jasa
Pemerintah; .

mor 54 Tahun 2010 tentang
ebagaimana telah- diubah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa, Tengah (Lembaran Daerzh
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1 Tambahan

. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11); -
77 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Provinsi Jawa

.Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor

10);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan‘Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 Nomor 118);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016tanggal 3
November 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium
Biaya Pemeliraraan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 3
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034/2018 tanggal 2

Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada
Sekretariat Dearah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 20183

A



Menetapkan
PERTAMA :

KEDUA

e

KETIGA

KEEMPAT !

KELIMA

il Tengah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

oo oo

~ f. Melakukan evaluasi administrasi,

' 'g. Mengtapkan Penyedia Barang/Jasa

b, Menerima  hasil Pengadaan  Barang/Jasa

MEMUTUSKAN:

Menunjuk. Pejabat Pen

gadaan, Panitia/Pejabat Peneri
Pengadaan Barang/Jas

‘ Ma Hasil Pekerjaan
a pada Biro Umum Sekretariat :

Daerah Provinsi Jawa

Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam

. Lampiran I, Lampiran
- II; Lampiran III dan Lampiran IV keputusan ini. _ : '
: -Menunjuk Tim Teknis Pen

_ gadaan Barang/Jasa pada Biro UEnu_m Sekretariat
‘Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 pada Biro Umum SETDA

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
Keputusan ini.

: "Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan s

ebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA adalah sebagal berikut: o
menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
menetapkan Dokumen Pengadaan; '
Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran:
Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa di website
Jatengprov.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jawa
Tengah untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional:

Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

teknis dan harga terhédap penawaran
yang masuk; '

h. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Bokumen  Pemilinan
Penyedia Barang, Jasa kepada Kepala, Biro Ufium SETDA Provinsi

JawaTengah seleku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menyerahkan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang, Jasa kepada

Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna
Anggaran :

j. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepéda Kepala Biro

Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi
Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima. Hasil 'Peke'rjaan
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

seteleh  melalui

Pemeriksaan/Pengujian; dan

Cc. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan; _ ' .

Tugas Tim Teknis Pengadaan Barang/lasa pada Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam

_diktum KEDUA adalah memterikan pertimbangan dalam Pengadaan
Barang/Jasa Konsultansi Perenganaan dan Konsultansi Pengawasan yang

memerlukan keahlian Teknis Khusus .




10.

11,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Nomor 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan. Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855); '

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahuri 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: sebagaimana telah - diubah
beberapa kalai terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat,. Atas Peraturan

_Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 'Barang/Jasa

Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1 Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

“Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor

10);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 Nomor 118);

Pefaturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016tanggal 3
November 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium
Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/034/2018 tanggal 2

Januari 2017 tentang penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada
Sekretariat Dearah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2018;



KEENAM

KETUJUH -

KEDELAPAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktu
diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, Pejabat p M SETIGA

engadaan; Panitia/Pe
Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Teknis bertanggung jawa Sk

b kepada Kuasa
Pengguna Anggaran dengan dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk oleh

~ Kuasa Pengguna Anggaran.

» -Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . di Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2018

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SAaBAN cji‘i‘».‘ ANGGARAN
4’*\

al

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
. Gubernur Jawa Tengah;
. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Baramg,

. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; | |

1

2

3

4, Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5‘

6

. Para Anggota Panitia dan Pejabat vang bersangkutan;



PEJllBAT PENGADAAN BARAN
PADA BIRO UMUM SEKR

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA B]

DAERAH PROVINSI JAw
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR
TANGGAL

RQ UMUM SEKRETARIAT
A TENGAH SELAKU KUASA

027/0000001/2018
2 Januari 2018

G, JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
ETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN - KETERANGAN o
: 5 Nurha:yatl,'s.sos,M.Si Kepala Sub Bagian Sarana dan Pejabat Kegiatan® pada Biro
Prasarana pada Bagian Rumah Pengadaan Umum SETDA Prov.
Tangga Biro Umum SETDA Tl " Jateng
g
Provinsi Jawa Tengah

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)

PENGADAAN BARANG

PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018
. ) i ‘_‘
NO | NAMA JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
1. | Endrayana Febri ,S.STP, | Staf Sub Bagian Sarana dan | Ketua Kegiatan pada Biro
M.Si Prasarana pada Bagian Rumah Umum SETDA
Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa
Provinsi Jawa Tengah Tengah
2. | Suryadi,S.Ag Staf Sub Bagian Sarana dan | Sekretaris kegiatan pada Biro
Prasarana pada Bagian Rumah Umum SETDA
' Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa
Provinsi Jawa Tengan Tengah
3 SupaMatl Staf Sub Baglan Tata Usaha | Anggota Kegiatan pada Birg
Biro Umum SETDA Provinsl Umum SETDA
Jawa Tengah Provinsi Jawa
L Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA T
ASISTEN ADMINISTRAS

ENGAH



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BIRQ UMUM SEKRETARIAT

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SE
'PENGGUNA ANGGARAN LAKU Kuasa

NOMOR + 027/0000001/2018
TANGGAL

2 Januari 2018

- PEJABAT PENGADAAN BARANG, JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSLJL-TANSI
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO - NAMA JABATAN KEDUDUKAN | - KETERANGAN
: Nurhéyatl,'s.sos,M.Si Kepala Sub Bagian Sarana dan | Pejabat Kegiatar pada Biro
Prasarana pada Bagian Rumah Umum SETDA Prov.
Tangga Biro Umum SETDA i;e;:\g:;aan " Jateng
Provinsi Jawa Tengah
, I

. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN BARANG
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO NAMA  JABATAN KEDUDUKAN | - KETERANGAN
1. | Endrayana Febri P,S.STP, | Staf Sub Bagian Sarana dan | Ketua | Kegiatan pada Biro
M.Si Prasarana pada Bagian Rumah ' Umum SETDA

Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa
Provinsi Jawa Tengah . "Tenigah
2. | Suryadi,S.Ag Staf Sub Baglan Sarana dan | Sekretaris Kegiatan pada Biro
; Prasarana pada Bagian Rumah Umum SETDA
Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa
Provinsi Jawa Tengah Tengah
3. | Suparwati Staf Sub Bagian Tata Usaha | Anggota Kegiatan pada Biro
Biro Umum SETDA Provinsi Umum SETDA
Jawa Tengah -Provinsi Jawa
Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI




PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN JASA KONST

PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BJ
DAERAH PROVINSI JAW

RO UMUM SEKRETARIAT

A TENGAH SE
PENGGUNA ANGGARAN LAKU Kuasa

NOMOR

; 027/0000001/2018
TANGGAL 2 Januari 2018

NO NAMA

RUKSI DAN JASA KONSULTANSI
H PROVINSI JAWA TENGAH
ERAH TAHUN ANGGARAN 2018

JABATAN KEDUDUKAN

- KETERANGAN

1. | Abdul Rosyid, S.Sos.

Staf Sub Bagian Tata Usaha | Ketua
Biro Umum SETDA Provinsi
Jawa Tengah

Kegiatan pada Biro
Umum SETDA

- Provinsi Jawa

Tengah
2. | Jaidal, S.So0s Staf Sub Bagian Pelayanan | Sekretaris Kegiatan pada Biro
| : Rumah Tangga pada Bagian Umum SETDA
Rumah Tangga Biro Umum Provinsi Jawa
SETDA Provinsi Jawa Tengah Tengah
3. | Sundoyo

Staf Seksi Tata Bangunan dan | Anggota
Jasa Konstruksi Dinas. PU Bina
Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

~ Kegiatan pada 8iro

Umum SETDA

_Provinsi Jawa

Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI
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NO

PADA BIRO UMUM SEKRETA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN

LAMPIRAN IIT :
KEPUTUSAN KEPALA BIRQ UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR y 027/0000001/2018
TANGGAL 2 Januari 2018

PEJABAT PENGADAAN JASA LAINNYA

RIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA

JABATAN KEDUDUKAN- KETERANGANT

Siti Mustaghfiroh, SH

Staf Sub Bagian Pelayanan | Pejabat Kegiatan pada
Rumah Tangga pada Bagian Pengadaan . | Biro Umum

Rumah Tangga Biro Umum | Jasa Lainnya SETDA Provinsi
SETDA Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN JASA LAINNYA
- PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NO

NAMA

—
JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN

Muchson,SH

Staf Sub Bagian Pelayanan | Pejabat PHP Jasa-
Rumah Tengga pada Bagian | Lainnya

Rumah Tangga Biro Umum
SETDA Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan pada
Biro Umum
SETDA Provinsi
Jawa Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRAS] |
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*
LAMPIRAN TV

KEPUTUSAN KEPALA BIRQ UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027/0000001/2018
TANGGAL © 2 Januari 2018

TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKS] :
- PADA BIRQ UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN

Dian Istiana Saputri, | Staf Seksi Tata Bangunan ‘

. : Kegiatan pada Biro
‘ST dan Jasa Konstruksi Dinas | Tim Teknis Umum SETDA Provinsi
PU Bina Marga dan Cipta | Perencanaan Jawa Tengah
Karya Provinsi Jawa Tengah |- ,
Errien

Staf "Seksi Tata Bangunan | Tim Teknis Kegiatan pada Biro
dan Jasa Konstruksi Dinas Pengawasan Umum SETDA Provinsi
PU Bina Marga dan Cipta .

Jawa Tengah
Karya Provinsi Jawa Tengah :

Yolanda,C,ST.MM

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI
Ub.
KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUA%Pm"GGwA ANGGARAN
- e ¥ .

# IR Ak o




:| staf sub Bagian Sarana dan Prasarang pada Bagian Rumah~

Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
SEKERTARIS - SURYADI,S.AG

..................

| Staf " Sub.Bagian Tata Usaha Biro Uy =~ -

SETDA Provinsi Jawa Tengah
ANGGOTA - SUPARWATI

Panitia Penerima

Hasil pekerjaan Jasa
Konstruksi dan Jasa
Konsultansi (11)

Pejabat Pengadaan | :|

Pekerjaan Jasa
Lainnya (II1)

:| Staf Sub. Bagian Tata Usaha Biro Umum

SETDA Provinsi Jawa Tengah
KETUA - ABDUL ROSYID,S.Sos

|| Staf Sub. Bagian Pelayanan Rumah Tangga ~ "

:| Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Kontsruiesi ™~~~

| , __:

Pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum
SETDA Provinsi Jawa Tengah
SEKRETARIS - JAIDAL,S.SOs

Dinas PU Bina Marga Dan Cipta'Karya
Provinsi Jawa Tengah

ANGGOTA - SUNDOYO

‘Staf Sub. Bagian Pelayanan Rumah =~~~ T
Tangga pada Bagian Rumah Tangga

Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah
- SITI MUSTAGHFIROH, SH

Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan Jasa
Jasa Lainnya (III)

Staf Sub. Baglan Pelayanan Rumah Tangga
Pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum
SETDA Provinsi Jawa Tengah
- MUCHSON,SH

vawa

--------

Tim Teknis

‘Pengadaan Barang/

Jasa Konstruksi (IV)

:| Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi ™7~ "

Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah
- DIAN ISTIANA SAPUTRIL,ST

---------------

:| Staf Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstiuksi ~ T

Dines PU Bina Marga Dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah
- ERRIEN YOLANDA.C,ST.MM




I’EMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

JI. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran)

Fax. 8311266
Semarang 50243

— ————

PAKTA INTEGRITAS

i e

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Penerima Hasil
| Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dan Tim Tekms Pengadaan Barang/

Jasa pada.Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pelaksanaan
| Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini menyatakan bahwa kami -

1. Tidak akan melakukan praktek KKN :

2. Akan melaporkan kepada, pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN
di dalam proses pengadaan ini ;

3. Dalam proses pengadaan/Pengawasan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih
transparan, dan professional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber
daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran
pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini

4,

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini. saya

bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta ganti rugi dan pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\ Semarang , 2018
| | RPN e
] 1. | Kuasa Pengguna ' '

:| Kepala Biro Umum SETDA Frovinsi Jawa qﬁ%’ah %,
Anggaran ETD
- EDY SUPRIYANTA, ATD,SH,MM *(\ S A7* "
{2 gejabat/JPengadaan '| Kepala Sub.Bagian Sarana dan Prasarana W
sieiigsasa - h Tangga B
Konstruksi/Jasa pada Bagian Ruma gga Biro:-Umum
Konsultansl'dan Jasa | | SETDA Provinsi Jawa Tengah
Lainnya (I)
- NURHAYATI,S.505.M.5i

3. | Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan : -

mum SETDA Provinsi Jawa Tengah
Pengadaan Barang Tengga Biro U 9

(1) | KETUA - ENDRAYANA FEBRI P,5.5TP M.5i

:| Staf Sub.Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah

................




